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Abstract 
The study is aimed  to determine and analyze the development of  general allocation funds, 
specific allocation funds, local earning, sharing revenue, and capital expenditure, and also  the 
influence of general allocation funds, specific allocation funds, local earning, sharing revenue on 
capital expenditure, both simultaneously and partially. Sample consists of 11 districts/cities in 
Central Sulawesi with 55 observation points selected through purposive sampling. Method of data 
analysis is trends analysis and multiple linear regressions with SPSS 16.0 version for windows. 
The results find out that realization of general allocation funds, local earning, and capital 
expenditure in 5 years averagely is increasing, however, realization of specific allocation funds 
and sharing revenuefluktuates. Simultaneous test shows that general  allocation funds, specific 
allocation funds, local earning, sharing revenue simultaneously have influence on capital 
expenditure. Partial test shows that specific allocation funds and local earning have significant 
influence on capital expenditure while general allocation funds and sharing revenue have 
insignificant influence on capital expenditure. Determination coefficient  R-Square value of 0.546 
indicates that 54.60%  of capital expenditure is influence by variables of specific allocation funds 
and local earning and the rest is influenced by variables that are not studies. 
Keywords: General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, Local Earning, Sharing 
Revenue,And Capital Expenditure 
 
Reformasi telah membawa perubahan 
yang signifikan terhadap pola kehidupan 
sosial, politik dan ekonomi di Indonesia baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah 
merupakan wujud reformasi yang 
mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan 
yang baik (good goverment). Tata kelola 
pemerintahan yang baik ditandai dengan 
adanya tranparansi dan akuntabilitas. Lingkup 
anggaran menjadi relevan dan penting di 
lingkungan pemerintah daerah karena terkait 
dengan dampak anggaran terhadap kinerja 
pemerintah, sehubungan dengan fungsi 
pemerintah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan 
mengawasi kinerja pemerintah melalui 
anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai 
dengan agency theory yang mana pemerintah 
daerah sebagai agen dan DPRD sebagai 
prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di 
bidang anggaran pendapatan dan belanja pada 
pemerintah daerah menjadi relevan dan 
penting  (Dasa Febriyanti,2013). 
Anggaran belanja modal ini didasarkan 
pada kebutuhan daerah akan sarana dan 
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 
publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas 
pelayanan publik, pemerintah daerah 
seharusnya mengubah komposisi belanjanya. 
Selama ini belanja daerah lebih banyak 
digunakan untuk belanja rutin yang relatif 
kurang produktif. Saragih (2003) dalam 
Situngkir (2009) menyatakan bahwa 
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pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan 
untuk hal-hal produktif, misal untuk 
melakukan aktivitas pembangunan.  
Dalam pengaturan keuangan menurut 
UU Nomor 33 Tahun 2004 DanaAlokasi 
Umum (DAU) adalah provisi berupa transfer 
antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan 
kota yang disebut dengan dana alokasi umum 
dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum 
adalah merupakan transfer yang bersifat umum 
(block grant) yang diberikan kepada semua 
kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi 
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan 
fiskalnya dan didistribusikan dengan formula 
berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara 
umum mengindikasikan bahwa daerah miskin 
dan terbelakang harus menerima lebih banyak 
dari pada daerah kaya. “Dengan kata lain 
tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka 
pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan 
publik antar pemda di Indonesia” (Kuncoro, 
2004:30). 
Dana Alokasi Khusus (DAK), 
merupakan dana yang berasal dari APBN dan 
dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk 
membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya 
khusus, tergantung tersedianya dana dalam 
APBN (Suparmoko, 2002 dalam Febriyanti, 
2013). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan 
yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi 
umum, dan atau kubutuhan yang merupakan 
komitmen atau prioritas nasional. Selain 
pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga 
memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja 
Modal (BM), karena DAK ini juga cenderung 
akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh 
pemerintah guna meningkatkan pelayanan 
publik (Febriyanti, 2013). 
Pendapatan asli daerah adalah 
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil perusahaan milik 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah (Mardiasmo 2002 : 132). 
Menurut Mardiasmo (2002:146) dalam Bati 
(2009) saat ini masih banyak masalah yang 
dihadapi pemerintah daerah terkait dengan 
upaya meningkatkan penerimaan daerah. 
Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan 
prasarana yang tidak mendukung untuk 
investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana 
sebenarnya alokasi PAD terhadap anggaran 
belanja modal, apakah karena PAD yang 
rendah atau alokasi yang kurang tepat? 
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, 
Tentang Perimbangan Keuangan Antar 
Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) 
yang ditransfer pemerintah daerah terdiri dari 
2 (dua) jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan 
dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi 
hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan 
prosentase tertentu yang didasarkan atas 
daerah penghasil. Dana Bagi Hasil (DBH) 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah 
berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi (Zainuddin, 2012). 
Dana Bagi Hasil dialokasikan dalam 
APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan termasuk dalam prioritas 
nasional. Dalam beberapa tahun berjalan 
proporsi DBH terhadap penerimaan daerah 
masih cukup tinggi, hal ini menunjukan masih 
tingginya ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang 
masalah di atas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana perkembangan Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja 
Modal? 
2. Apakah Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, 
dan Dana Bagi Hasil secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal? 






3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal? 
4. Apakah Dana Alokasi Khusus secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal? 
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal? 
6. Apakah Dana Bagi Hasil secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal? 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut.: 
1. Untuk mengetahui  dan menganalisis 
perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana 
Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Dana Alokasi Umum berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal. 
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal. 
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan 





Penelitian ini menggunakan metode 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. 
 
Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
berjumlah 12 Kabupaten dan 1 Kota. Adapun 
nama-nama Kabupaten /Kota di Propinsi 
Sulawesi Tengah dapat di lihat pada tabel di 
bawah ini: 
 
Tabel 1. Populasi Penelitian 
No 
Nama  
Kabupaten dan Kota 
1. Kota Palu 
2. Kab. Donggala 
3. Kab. Parigi 
4. Kab. Toli-Toli 
5. Kab. Buol 
6. Kab. Poso 
7. Kab. Banggai 
8. Kab. Banggai Kepulauan 
9. Kab. Morowali 
10. Kab. Tojo Una-una 
11. Kab. Sigi 
12. Kab. Banggai Laut 
13. Kab. Morowali Utara 
(Sumber : Data diolah) 
 
Sampel  
Sampel penelitian ini berjumlah 11 
Kabupaten/Kota. 
Data sampel diambil dengan 
menggunakan Purposive sampling adalah 
teknik penentuan Sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014 : 96). 
Dari 13 daerah kabupaten dan kota yang 
dijadikan populasi, hanya 11 kabupaten dan 
kota yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan 
sebagai sampel. Sampel penelitian ini dapat 
kita lihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 2. Sampel Penelitian 
No Nama  
Kabupaten dan Kota 
1. Kota Palu 
2. Kab. Donggala 
3. Kab. Parigi 
4. Kab. Toli-Toli 
5. Kab. Buol 
6. Kab. Poso 
7. Kab. Banggai 
8. Kab. Banggai Kepulauan 
9. Kab. Morowali 
10. Kab. Tojo Una-una 
11. Kab. Sigi 
Sumber : (Data, Diolah) 
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Dengan demikian sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 10 kabupaten dan 1 
kota, penelitian ini memiliki dimensi waktu 5 
tahun, sehingga jumlah pengamatan berjumlah 
11 kabupaten/kota x 5 tahun = 55 sampel 
pengamatan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi Linear Berganda merupakan 
salah satu alat statistik Parametrik dengan 
fungsi menganalisis dan menerangkan 
keterkaitan antara dua atau lebih faktor 
penelitian yang berbeda nama, melalui 
pengamatan pada beberapa hasil observasi 
(pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. 
Berkaitan dengan penelitian ini alat analisis 
Statistik Parametrik Regresi Linear Berganda 
yang digunakan untuk mengetahui  pengaruh  
variabel  independen (X1, X2, X3, dan X4) 
terhadap variabel dependen (Y). Dalam 
konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda 
digunakan untuk mengukur pengaruh  dana 
alokasi umum (X1),  dana alokasi khusus (X2), 
pendapatan asli daerah (X3) dan dana bagi 
hasil (X4)  terhadap belanja modal pada 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah.  
Sesuai hasil analisis Regresi Linear 
Berganda dengan menggunakan bantuan 
komputer SPSS For Wind Release 16,0 
diperolerh hasil-hasil penelitian dari 55 
responden dengan dugaan pengaruh kedua 
variabel independen (dana alokasi umum, dana 
alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan 
dana bagi hasil bagi) terhadap  belanja modal 
pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah, dapat diketahui hasil 







Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi 
Berganda 
 




































 R-                                  = 0,762 
 R-Square                         = 0,580 F-Statistik = 17,266 
 Adjusted R-Square            = 0,546 Sig. F = 0,000 
Sumber: Hasil Regresi 
 
Model regresi yang diperoleh dari tabel 
diatas adalah: 
 
  Y =  37646992610,331+  0,059X1+0,984X2  + 0,500X3 + 0,369X4 
 
Persamaan diatas menunjukkan, variabel 
independen yang dianalisis berupa variabel 
(X1, X2, X3 dan X4,) memberi pengaruh 
terhadap variable independen (Y) model 
analisis regresi belanja modal pada pemerintah 
kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dapat 
dilihat sebagai berikut: 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan: 
1. Untuk nilai constanta  sebesar  
37646992610,331 berarti belanja modal 
pada pemerintah kabupaten/kota di 
Sulawesi Tengah  sebelum adanya variabel 
independen adalah sebesar  
37646992610,331. 
2. Dana alokasi umum(X1) dengan koefisien 
regresi 0,059 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara dana alokasi umumdan 
belanja modal. Artinya bahwa setiap 
penambahan dana alokasi umum 1 satuan 
akan meningkatkan belanja modal, namun 
jumlahnya tidak sebesar 0,059 satuan pada 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
3. Dana alokasi khusus (X2) dengan koefisien 
regresi 0,984 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara dana alokasi khusus 
dengan belanja modal. Artinya bahwa 






setiap terjadi penambahan dana alokasi 
khusus 1 satuan akan mengakibatkan terjadi 
penambahan belanja modal sebesar 0,984 
satuan pada pemerintah kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
4. Pendapatan Asli Daerah (X3) dengan 
koefisien regresi 0,500 ini berarti terjadi 
pengaruh yang positif antara pendapatan 
asli daerah dengan belanja modal. Arinya 
bahwa setiap terjadi penambahan  
pendapatan asli daerah 1 satuan akan 
mengakibatkan terjadi penambahan belanja 
modal sebesar 0,500 satuan pada 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
5. Dana bagi hasil(X4) dengan koefisien 
regresi 0,369 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara dana bagi hasil dan dan 
belanja modal. Artinya bahwa setiap 
penambahan dana bagi hasil 1 satuan akan 
meningkatkan belanja modal, namun 
jumlahnya tidak sebesar 0,369 satuan pada 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
 
Pembuktian Pengujian Hipotesis  
a.  Pengujian Hipotesis Pertama 
Uji simultan adalah sebuah pengujian 
untuk mengetahui apakah variabel independen 
( X ) yang diteliti memilki pengaruh terhadap 
variabel dependen ( Y ) berarti semua variabel 
bebasnya, yakni dana alokasi umum (X1), dana 
alokasi khusus (X2),  pendapatan asli daerah 
(X3) dan dana bagi hasil (X4) dengan variabel 
tidak bebasnya belanja modal pada pemerintah 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah 
yakni: 
Dari Tabel 3 terlihat hasil uji determinasi 
(kehandalan model) memperlihatkan nilai R-
Square = 0,546 atau = 54,60%. Hal ini berarti 
bahwa sebesar 54,60% variabel tidak bebas 
dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, 
selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Selanjutnya berdasarkan Tabel 3 dari 
hasil perhitungan diperoleh signifgikansi F = 
0,000 pada taraf nyata ά = 0,05 atau α < 0,05, 
dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  
secara bersama-sama (simultan) variabel bebas 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel tidak bebasnya. 
Dengan demikian maka hipotesis 
pertama yang menyatakan bahwa: Dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, 
pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap terhadap belanja modal pada 
pemerintah kabupaten/kota di Kota Provinsi 
Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F 
ternyata terbukti. 
 
b.  Pengujian Hipotesis Kedua,Ketiga, 
Keempat dan Kelima 
Pengujian secara parsial dimaksudkan 
untuk melihat pengaruh masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebasnya, sebagai berikut: 
 
1.  Dana Alokasi Umum (X1) 
Untuk variabel dana alokasi umum, hasil 
perhitungannya menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi sebesar 0,059, sementara 
tingkat signifikasi t sebesar 0,345. Dengan 
demikian nilai sig t > 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa varaibel dana alokasi umum  
mempunyai pengaruh, tapi tidak signifikan 
terhadap belanja modal pada pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Dengan demikian maka hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa: Dana alokasi umum 
berpengaruh dan signifikan terhadap belanja 
Modal pada pemerintah kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil 
uji-t ternyata tidak terbukti. 
 
2.  Dana Alokasi Khusus (X2) 
Untuk variabel dana alokasi khusus, 
hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi sebesar 0,984, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 0,012. 
Dengan demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa variabel dana alokasi khusus 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ 
Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan 
demikian maka hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa: Dana alokasi khusus 
berpengaruh dan signifikan terhadap belanja 
modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t 
ternyata terbukti. 
 
3.  Pendapatan Asli Daerah (X3) 
Untuk variabel pendapatan asli daerah, 
hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi sebesar 0,500, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 0,002. 
Dengan demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa variabel pendapatan asli daerah 
mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadapbelanja modal pada pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Dengan demikian maka hipotesis keempat 
yang menyatakan bahwa: Pendapatan asli 
daerah berpengaruh dan signifikan terhadap 
belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota 
di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t 
ternyata terbukti. 
 
4. Dana Bagi Hasil (X4) 
Untuk variabel dana bagi hasil, hasil 
perhitungannya menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi sebesar 0,369, sementara 
tingkat signifikasi t sebesar 0,226. Dengan 
demikian nilai sig t > 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa variabel dana bagi hasil  mempunyai 
pengaruh, tapi tidak signifikan terhadap 
belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota 
di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan 
demikian maka hipotesis kelima yang 
menyatakan bahwa: Dana bagi hasil 
berpengaruh dan signifikan terhadap belanja 
modal pada pemerintah kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil 
uji-t ternyata tidak terbukti. 
 
 
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal 
(Survei pada Pemerintah Kabupaten dan 
Kota di Sulawesi Tengah) 
Berdasarkan uji simultan (uji F) dalam 
penelitian dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus, pendapatan asli daerah, dan dana bagi 
hasil secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap belanja modal pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 
Memiliki pegawai yang berkualitas 
dalam mengelolah anggaran untuk daerah 
kabupaten masing-masing dan anggaran yang 
dikelolah digunakan sesuai dengan  dan dilihat 
dari anggaran yang dimiliki untuk masing-
masing daerah ini bisa menjanjikan untuk 
membangun atau meningkatkan setiap daerah 
masing- masing kabupaten serta penempatan 
para pegawainya sesuai dengan kemampuan 
masing-masing para pegawai.  
Dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil 
dan belanja modal pada pemerintah Kabupaten 
dan pemerintah Kota di Sulawesi Tengah ini 
memiliki anggaran yang bisa digunakan dalam 
mengembangkan Sulawesi Tengah. Dapat 
dilihat bahwa Sulawesi Tengah mulai maju 
dengan adanya banyak pembangunan hotel-
hotel yang bisa meningkatkan PAD khususnya 
dibidang pajaknya, begitu pun dengan dana 
bagi hasil setiap tahunnya setiap kabupaten 
meningkat. Ditambah lagi dengan infrastruktur 
belanja modal yang berjalan dengan baik serta 
dana perimbangan berupa dana alokasi umum 
dan dana alokasi khusus yang membantu 
dalam tahap memajukan Sulawesi Tengah. 
Dalam menggerakan iklim investasi di 
daerah agar dapat berkembang maka melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 
tentang RPJMN Tahun 2010-2014, pemerintah 
pusat mengamanatkan kepada daerah untuk 
menganggarkan belanja modal minimal 30% 
dari total belanja daerah. Namun kenyataan di 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah belum 
mentaati Perpres tersebut karena kemampuan 
keuangan daerah dalam hal ini PAD masih 






sangat rendah sehingga pemerintah pusat 
memberikan alokasi dana transfer yaitu DAK, 
DAU dan DBH untuk pertimbangan dana 
untuk semua Kabupaten/Kota sehingga 
penyediaan sarana prasarana fisik dapat 
meningkat. 
Penelitian ini sesuai dengan hasil 
penelitian Anggiat Situngkir (2009) yang 
menyatakan bahwa  pertumbuhan ekonomi, 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 
dan dana alokasi khusus terhadap belanja 
modal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap belanja modal. 
 
Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap 
Belanja Modal pada (Survei pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah) 
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dana 
alokasi umum berpengaruh  namun tidak 
signifikan terhadap belanja modal. Hasil 
penelitian ini bertentangan dengan hasil 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dasa 
Febriyanti (2013), namun penelitian yang 
dilakukanAulia Permatasari dan Lismawati 
(2013) sesuai dengan hasil penelitian ini yang 
menunjukan bahwa dana alokasi umum tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal.  
Dana Alokasi Umum (DAU) yang 
dialokasikan pada pemerintah Kabupaten dan 
pemerintah Kota di Sulawesi Tengah adalah 
dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
keuangan antar daerah untuk membiayai 
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi pada Pemerintah 
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah. 
Berkaitan dengan perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah, hal 
tersebut merupakan konsekuensi adanya 
penyerahan kewenangan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah.  
Hubungan positif namun tidak signifikan 
antara dana alokasi umum dengan belanja 
modal ini dapat dipahami mengingat bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan publik namun 
belum sepenuhnya direalisasikan melalui 
belanja modal. Dana alokasi umum rata-rata 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah masih 
mendanai alokasi dasar berupa Gaji pokok 
PNS dan tunjangan-tunjangan yang melekat 
pada gaji PNS, dana alokasi umum masih 
bamyak digunakan untuk belanja operasional 
lainya seperti belanja barang dan jasa. 
Hal tersebut diatas didukung oleh hasil 
wawancara kepada Bapak H. F selaku kepala 
bidang pendapatan 1 di DPPKAD Kota Palu 
pada hari senin Tanggal 26 September Tahun 
2016, pada Pukul 09.57 wita, dikatakan:  
“Bahwa pemerintah daerah 
bertanggungjawab atas kesejahteraan 
masyarakatnya oleh karena itu pembangunan 
sarana dan prasarana sangatlah dibutuhkan 
untuk peningkatan pelayanan yang optimal. 
Asistensi dan alokasi anggaran dilakukan oleh 
TAPD. Kita ketahui bahwa DAU dialokasikan 
untuk gaji pegawai beserta tunjangan-
tunjangan yang melekat pada gaji serta 
dialokasikan untuk celah fiscal. Oleh karena 
itu DAU masih sebagian besar digunakan 
untuk mendanai gaji pegawai negeri, belanja 
barang dan jasa serta belanja pegawai 
lainnya seperti honor-honor kegiatan dan 
honor-honor lainnya sehingga untuk belanja 
modal dari DAU belum optimal, belanja 
modal masih banyak berasal dari DAK”. 
Dari data yang telah peneliti temukan 
maka hasil wawancara ini telah sesuai dengan 
hasil penelitian ini bahwa dana alokasi umum 
merupakan sumber pendapatan untuk 
membiayai belanja modal masih belum 
maksimal sehingga memiliki hubungan yang 
kurang kuat sehingga DAU tidak berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. Oleh sebab 
itu Pendapatan yang dimiliki daerah wajib 
dialokasikan secara tepat dan terarah dalam 
membiayai belanja modal pada pemerintah 
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Pengaruh Dana Alokasi Khusus Tehadap 
Belanja Modal (Survei   pada Pemerintah 
Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah) 
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) Dana 
Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. DAK 
adalah merupakan dana yang berasal dari 
APBN dan dialokasikan ke daerah 
Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan 
tertentu yang sifatnya khusus, tergantung 
tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 
2002) dalam Idhamsya (2011). Diprioritaskan 
untuk membantu daerah-daerah dengan 
kemampuan keuangan di bawah rata-rata 
nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana fisik 
pelayanan dasar masyarakat yang telah 
merupakan urusan daerah. 
Dari hasil wawancara kepada Bapak H. 
F selaku kepala bidang pendapatan 1 di 
DPPKAD Kota Palu pada hari senin Tanggal 
26 September Tahun 2016, pada Pukul 09.57 
wita, dikatakan: 
“Bahwa dana alokasi khusus dialokasikan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
oleh karena itu pengelolaan DAK berdasarkan 
petunjuk teknis dari masing-masing 
kementerian kepada SKPD terkait. DAK 
ditujukan untuk mendanai kegiatan 
penyediaan sarana dan prasana fisik 
pelayanan dasar kepada masyarakat 
contohnya pembangunan infrastukrur jalan, 
irigasi, Peralatan dan mesin, gedung dan 
infrastruktur lainya baik di bidang pendidikan, 
kesehatan, pembangunan umum dan SKPD 
terkait lainnya. Sehingga DAK merupakan 
dana yang ditujukan khusus untuk mendanai 
belanja modal”. 
Dari data yang peneliti temukan bahwa 
penelitian ini sesuai dengan hasil wawancara 
yang dilakukan yaitu dana alokasi khusus 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah telah 
digunakan sesuai dengan bidang-bidangnya. 
Hasil penelitian ini telah sesuai dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini 
Oktriatmaja (2011) bahwa dana alokasi khusus 
berpengaruh Positif dan signifikan terhadap 
belanja modal. Hal ini disebabkan bahwa dana 
alokasi khusus telah digunakan sebagai mana 
mestinya.  
 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
Terhadap Belanja Modal (Survei pada 
Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-
Sulawesi Tengah) 
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) 
pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap belanja modal. Hal ini 
mengidikasikan bahwa dengan meningkatnya 
dana alokasi khusus maka belanja modal pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah juga akan 
meningkat. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini 
Oktriniatmaja (2011) yang menunjukkan hasil 
bahwa Pendapatan Asli Daerahnya 
berpengaruh signifikan terhadap belanja 
modal.  
Mahmudi (2010) semakin tinggi 
kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, 
maka semakin besar pula diskresi daerah untuk 
menggunakan PAD tersebut sesuai dengan 
aspirasi, kebutuhan, dan prioritas 
pembangunan daerah. 
Penelitian ini sejalan dengan hasil 
wawancara kepada Bapak H. F selaku kepala 
bidang pendapatan 1 di DPPKAD Kota Palu 
pada hari senin Tanggal 26 September Tahun 
2016, pada Pukul 09.57 wita, dikatakan: 
“Bahwa Kota Palu mempunyai PAD yang 
cukup tinggi sehingga jika ditanyakan apakah 
PAD ada pengaruhnya dengan belanja 
modal? Hal ini bisa dikatakan ada 
pengaruhnya karena PAD sifatnya fleksibel 
tidak seperti dana transfer DAK dan DBH 
yang dibelanjakan berdasarkan juknis yang 
ada. Oleh karena itu PAD bisa mendanai 
belanja modal dan belanja lainnya”. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh 
menyatakan bahwa pendapatan asli daerah 
merupakan sumber pembiayaan untuk belanja 
modal sehingga dari hasil penelitian ini sangat 
sesuai bahwa Pendapatan asli daerah 
berpengaruh Positif dan  signifikan terhadap 






belanja modal  (Survey pada pemerintah 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah) namun 
setiap daerah memiliki karakteristik dan 
personal yang berbeda serta tingkat 
kemandiriannya masih kurang dan setiap 
kabupaten memiliki potensi yang berbeda.  
 
Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap 
Belanja Modal (Survei pada Pemerintah 
Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah) 
Berdasarkan hasiluji parsial (uji 
t)danabagi hasil berpengaruh tapi tidak 
signifikan terhadap belanja modal,artinya dana 
bagi hasil kurang memiliki pengaruh yang 
nyata terhadap belanja modal. 
Hasil penelitian ini telah sesuai dengan 
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Happy Septariana Zega (2014) yang 
menunjukan bahwa dana bagi hasil tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini 
menjelaskan bahwa Kabupaten dan Kota yang 
mendapatkan dana bagi hasil yang kecil akan 
cenderung memiliki belanja yang kecil pula. 
Dana bagi hasil merupakan sumber 
pendapatan daerah yang cukup potensial dan 
merupakan salah satu modal dasar pemerintah 
dalam mendapatkan dana pembangunan dan 
memenuhi belanja yang bukan berasal dari 
PAD, DAU dan DAK. Pola bagi hasil 
penerimaan tersebut dilakukan dengan 
prosentase tertentu yang di dasarkan atas 
daerah penghasil. 
Pendapatan daerah yang berupa dana 
perimbangan dari pusat menuntut daerah 
membangun dan mensejahterakan rakyatnya 
melalui pengelolaan kekayaan daerah yang 
professional serta membangun infrastuktur 
yang berkelanjutan, salah satunya 
pengalokasian anggaran ke sektor belanja 
modal. 
Hubungan positif namun tidak signifikan 
antara dana bagi hasil dengan belanja modal 
ini dapat dipahami mengingat bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan publik namun 
belum sepenuhnya direalisasikan melalui 
belanja modal. 
Hal tersebut diatas didukung oleh hasil 
wawancara kepada Bapak Bapak H. F selaku 
kepala bidang pendapatan 1 di DPPKAD Kota 
Palu pada hari senin Tanggal 26 September 
Tahun 2016, pada Pukul 09.57 wita, 
dikatakan: 
“Bahwa Pembangunan sarana dan prasarana 
fisik di daerah merupakan tanggung jawab 
pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan 
dasar masyarakat. Namun kenyataannya 
realisasi penerimaan DBH masih cukup kecil 
jika dibandingkan dengan dana transfer pusat 
lainnya, DBH juga masih mendanai 
program/kegiatan di beberapa SKPD seperti 
dinas kesehatan, dinas kehutanan dan SKPD 
terkait lainya. Penggunaan DBH berdasarkan 
petunjuk teknis yang ada seperti di dinas 
kesehatan mendanai kegiatan sosialisasi 
bahaya rokok dan pembangunan tempat 
khusus untuk bagi perokok  sehingga 
pengaruhnya terhadap belanja modal masih 
sangat kurang”. 
Dari data yang telah peneliti temukan 
maka hasil wawancara ini telah sesuai dengan 
hasil penelitian ini bahwa dana bagi hasil 
merupakan sumber pendapatan namun masih 
sebagian kecil digunakan untuk membiayai 
belanja modal. Pendapatan yang dimiliki 
daerah wajib dialokasikan secara tepat dan 
terarah dalam membiayai belanja-belanja pada 
pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi 
Tengah. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Pada aspek perkembangan dapat dijelaskan 
bahwa: 
Rata-rata perkembangan realiasasi 
penerimaan dana alokasi umum, 
pendapatan asli daerah dan belanja modal 
selama 5 tahun meningkat namun rata-rata 
perkembangan realisasi dana alokasi khusus 
dan dana bagi hasil berfluktuasi. Sedangkan 
rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 
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pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan 
belanja modal befluktuasi. 
2. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Bagi Hasil Secara Simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal. 
3. Dana Alokasi Umum secara parsial 
berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap 
belanja modal. 
4. Dana Alokasi Khusus secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap belanja 
modal. 
5. Pendapatan Asli Daerah secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap belanja 
modal. 
6. Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh 




1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di 
Sulawesi Tengah, melihat adanya fenomena 
tidak signifikannya pengaruh DAU dan 
DBH terhadap belanja modal, maka 
pemerintah daerah kabupaten/kota 
mengoptimalkan dan mentaati Perpres No. 
5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 
2010-2014 yang mengamanatkan  minimal 
30% belanja modal terhadap total belanja 
daerah. 
2. Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang 
agar dapat memperluas atau menambah 
sampel penelitian seperti sampel dari luar 
Sulawesi Tengah atau seluruh Indonesia 
dengan menambah periode pengamatan. 
3. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah 
variabel atau faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi belanja modal yaitu variabel 
non keuangan seperti jumlah penduduk. 
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